SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Menimbang

Mengingat

KOTA BATAM TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

[u—

WALIKOTA BATAM,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Batam untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan
program Walikota terpilih;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun
waktu paling lama 6 (enam) bulan setelan Kepala
Daerah terpilih dilantik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Kota Batam tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam
Tahun 2016-2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 199¢ tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Fabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan ‘Kota Batam



10.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintan Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang 23  Tahun 2014  Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riat. Tahun
2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Menetapkan :

Dan
WALIKOTA BATAM
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TZINTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 2016-2C21.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batam.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
Walikota adalah Walikota Batam.

> oW

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Batam;

5. Pemerintah Pusat, yang disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
beserta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas, yang selajutnya disebut
Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Batam.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat
PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan be-usaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen  perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Batam Tahun 2016-2021 yang selanjutnya
disingkat RPJMD T ahun 2016-2021 adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2016
sampai dengan tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu ) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran
bersifat  perkiraan, yang diberikan  kepada
kementerian/lembaga/dinas /PD untuk setiap
program kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2016-2021 .

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan rencana

5 (lima) tahun yang menggambarkan :

a. visi, misi, dan program Walikota sebagai Kepala
Daerah;

b. berisikan arah kebijakan pembangunan,
kebijakan umum, keuangan daerah, dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD,
disertai dengan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif; dan



c. berisikan  program = yang menggambarkan
keterlibatan dunia usaha, masyarakat dan juga
Pemerintah yang mendukung perwujudan visi,
misi dan program Walikota.

(2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana diraksud
pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis PD dan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

BAB II . GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

BABIV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V . VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BABVI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VIl : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH

BAB X : PEDOMAN  TRANSISI  DAN KAIDAH
PELAKSANA

Pasal 4

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan rpelayanan
publik.



(3)

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) clibiayai
dengan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2021 dan
sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pencapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Badan
Pengusahaan serta sumber-sumber  pembiayaan
lainnya yang sah sesual peraturan pertndang-
undangan.

Dalam Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021
sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota hanyva yang
bertanggungjawab terhadap pendanaan yang
bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.

BABV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun
2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

Penilaian atas evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan RPJMD Tahun 2016-2021,
dilakukan hanya terhadap seluruh program dan kerja yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sumber
pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapetan dan
Belanja Daerah.

(1)

Pasal 9

RPJMD Tahun 2016-2021 dapat diubal. apabila
hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
keadaan atau Kkarena penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Dalam hal perubahan RPJMD yang akan cilakukan
berupa perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi
tidak mengubah target pencapaian target sasaran
akhir pembangunan jangka menengah, maka
perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan
dengan Peraturan Walikota setelah dibahas dengan
DPRD.



(3) Dalam hal perubahan RPJMD yang akan dilakukan
karena terjadinya perubahan yang mendasar,
mencakup antara lain; terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah,
dan/atau perubahan kebijakan nasional, sehingga
dapat berakibat berubahnya target pencapaian
sasaran akhir pembangunan jangka menengah,
maka penetapan perubahan RPJMD Tahun 2016-
2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batarr..

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,
dto

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KQTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DABRAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU : (6/45/2016)



PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1. Pedoman Transisi:

RPIMD Kota Batam Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun
pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan
umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.Hal ini penting untuk menjaga

kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan
yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPIMD dan maszlah-masalah

pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari
RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode
berikutnya.

2. Kaidah Pelaksanaan:

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala PD menyusun Renstra PD dan pedoman untuk

menyusun RKPD.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

A. PD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-

program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;

B. PD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD dan

menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun;
C. PD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra PD;

D. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk

melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra PD.

WALIKQTA BATAM,
dto

MUHAMMAD RUCI

RPJMD KOTA BATAM 2016-2021 X-1



L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai
dengan Visi, Misi Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan perubahannya, perlu di susun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu S5 Tahun
mendatang.

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi, Misi dan
Program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan secara
partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan serta mengacu kepada Kketentuan Feraturan
Perundang-undangan. :

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 107





